
KOMISI PEI,IIUHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEIGETARIS KOMISI PEMILIHAN I,MUM I(ABI'PATEN BIMA
NOMOR:2.O TAHUN2025

TEI{TANG
PEMBERHEITTIAN BENDAHARA PENCELUARAN

BAGLAN ANCTGARAN 076 TAHT N
ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang a. bahwa untuk kelancaren pengetrolaan Anggaran
Komisi Femilihan Umum lkbupatcn Bima srsuai
kctcntuan Pasal f5 ayat (U Feraturan Menteri
Keuangan Nomor 2lOlPIdK.6l2O22 tcntang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Felaksanasn
Angaran Pendapatan dan Bclanja Negam, Mata
dipandang perlu untuk membcrhentikan bcndahara
pengeluaran pada Komisi Femilihan Umum
Kabupa.ten Bima;

b. bahrra Berd6arkan FertimbangBn S€begaimana
dinakeud rrqlq"rr huflrf a, Ferlu MeartaPkan
Ifuputusen Seketarie sclalm Nuesa neaguna
Anggaren Komisi Pemilihan Umum KabuPaten
Bima tentang kmberhentiaa Bendahara
Pengehraran Bagian Angaran O76 Tahun Anggaran
2023:'

f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tcfltarrg
Keuangan ilegara (l"embaran Negara RePublik
Tehun 2003, Nomor : 47 Tambehan lcmbaran
Negara RI Nomor 42861;

2. Undang-undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Fcrbendaheraan Negara fiJobqran Negpra
Republik In&n€sie Tahun 20O4 Nomor 5 dan
Tambahan Lrmbaran Negara Rqpubtik lndonesia
Nomor 4355);

3. Undang - undang nomor 15 tahun 2OO4 tentang
pemeriksaar pengelolaan dan tanggung jawab
Keuangan Negara {kmbaran Negara Republik
lndooesia Tahun 2OO4 Nomor 65, Temhhan
L€mbaran Nqara Republik lndoneeia Nomor 44OO);

4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemitihan Umum fi.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan
Lcmbaran Negara Rcpublik lndoncsia Nomor 6109);

5. Peraarran Fcocriatab Nomor 8 Tahun 2o'05 tcntang
Kcuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah [robatarr Negara Republik Indonesia
Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik lndonesia No6or 4614 l i

6 Feratura.lr Peoerintah Nomor 39 Tahun 2O07
tcnteng Ferrgelolaan Uang Negara/Daerah
(I-mbaran Ncgara Republik Indoneais Tahur 2oO7

Mengingat



Nomor 83, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indoaesia Nomor 47381;

7- Peratuian Pemerintah Nomor 50 Tahun 2Ol8
tentang Perubahan atas Peraturan kmerintah
tahun 2014 tentang pcngelolaan Barang MiUk
Negara/Daerah 9 Lembstan Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 142, tambahan
Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6523);

8. kraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
tentaog krubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2Ol3 tcntang Tata Csra
Fclaksanaan Anggaran Fendapatan dan Belanja
Negara ( lrmbaran Neg;ara Republik Indolcsia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembamn
Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

lO Peraturan Komisi Pemilihan Umu.m Nomor 14

. Tahun 2O2O terteng Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Seloetsriat Jenderal
Komisi Pemithan Umum, Sekretariat Komiei
Fcm ihan umum Proviaai, '1"" sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupa.ten/Kota (Berita Negara
Republik Indoncsia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana tclsh diubah dengran Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O23

tcntarrg Ferubahan ataa Feraturan Komisi
psftrilihsn Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tentdrtg
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kcrja
Sckretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Seketariat Komisi Pemilihan Umum kovinsi' dan
Sclcetariat Komisi Pernilihsn Umum
Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia
Tahtn 2O23 Nomor 99);

11 Peraturan Mentcri Keuangan Nooor
. 2f O/PMK.O6 120122 tentartg Tgta Cara Pembayaran

dalam rangka Felakssnaan AnSEEran Peadap.tan
dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2O22 nomor 1333);

12 Pcraturaa Menteri Keuangan Nomor
. 181/PMK.O5|2O22 tcatang tenteng Tata Cara

Pembayaran dalsm Rangka klalsananan Anggaran
Datam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 nomor
r23oh

1. Icputusan Sekretaris Jcoderal l(omisi 9emilihan
Umurn Nomor : I TAHUN 2024 tel:.ggal 2 Januari
2023 tentang Pcnunjukan Kuasa Pengguna
engaran/earang dan/atau Pelaksana tugas (Pt$
Kuasa Pcngguna Angaran/Barang Pada Komisi
Femilihan Umum Prcrvirei dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupatf,n lKor4-

2. Surat Pengesahan Dsftat lsien Pelakeanaan
Anggaran {DIPA} Fetikan Tahun Anggaran 2023
Noooor : SP DIPA- 0?6.01.2.65821612o125 angEal 2
Dewber2U24t

Memerhatikan



Menetapkan
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN BIMA TEI{TANG PENEf,APAN DAN
PENI'NJUKAN BDT{DAHARA PENGELUARAN BAGTAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

Menctapkan Pemberhentisn Bcndahara Peng€luaren
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2O25, atas nama
Saudara :

1. Nama : Ikhwan
2. Nip ; 197912O72OO91O10O1
3- Pangkat : Pengatur Tk I { II/d}
4. Jabatan : Staf Subbagian f.eungan

Umum dan Lagistik
Alasao : tidak dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima Nomor.O$tahun 2o.23 

"anggal.l6Ua$rqri 2Ws Tentar:rg Feaetapan Dan Penunjukaa
Bendahara Pengelueran Bagian Angaran O76 Tahun
AngSaren 2025 di cabut dan dioyatakan tidak berlaku
lag ;
Segala biaya yang timbul sehubungan dengan
diterbitkaakannya Keputusan ini dibebankan pada
Daftar Isiaa Felaksanean Angaran ( DIPA ) Satuan
Kerja Komisi Pemilihan Umum lkbupa.ter Bima pada

ngiqri Alrggaren 0T6Tahu! 2025.
I(eFutusat ini aul,ai berlaku sejak t.n8gat di tetaPkan
dengan ketentuan apa.bila dikemudian hari tetdapat
kekeliruan 6[gn rlie.lekan perbaikan sebagaimana
mestinya.

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tcmbusan :

l.
2.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Bima
:21 Lptil2O25

PEMILIHAN UMUM
BIMA,

Ketua Badan Femeriksa Keuangan di Jakarta;
Kepala Kaats lVilayah i(I Direktorat Jenderal Perbendaharaan di
Jakarta;
Kcpala Kantor Pela,'aran krbeodaharasr Negaa di Raba-Bima;
Sckasris Jcodsal KPU cq. Kepela Biro Keuaagalr di Jaksna;
Yaag bersmglutarr u[tuk dikqtahui dan dipcrgmaka

3.
4.
5.


